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Surat Indonesia for Global Justice (IGJ) ke Pemerintah Indonesia di KTM WTO ke-14
“Pentingnya Peran Indonesia dalam Mendukung dan Menyuarakan Moratorium
Permanen TRIPS Non-Violation Complaint (NVC) di KTM WTO ke-14”

Kepada Yth.

H.E. Mr. Budi Santoso
Menteri Perdagangan Republik Indonesia

H.E. Mr. Sidharto R. Suryodipuro
Perutusan Tetap, Duta Besar Luar Biasa Penuh untuk Jenewa

H.E. Mr. Nur Rakhman Setyoko
Deputi II Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Jenewa, Duta Besar RI untuk WTO

H.E. Mr. Johni Martha
Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional

H.E. Mr. Djatmiko Bris Witjaksono
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

H.E. Madam Dina Kurniasari
Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Kementerian Perdagangan RI

Di- Tempat

Dengan hormat,

Kami, Indonesia for Global Justice merupakan organisasi masyarakat sipil yang hadir langsung
memantau perundingan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM
WTO) ke-14 di Yaounde, Kamerun (26-29 Maret 2026). Melalui surat ini kami menyampaikan
pandangan dan rekomendasi kebijakan terkait posisi pemerintah dalam perundingan mengenai
moratorium Non-Violation Complaint (NVC) dalam Perjanjian TRIPS dalam konteks
perkembangan terbaru pada KTM WTO ke-14.
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Berdasarkan dinamika negosiasi terbaru, kami mencatat bahwa mayoritas negara berkembang
tetap mendukung perpanjangan moratorium. Negara-negara seperti India, Gambia, Mozambik,
dan Kepulauan Solomon secara tegas menekankan pentingnya moratorium ini untuk
melindungi kesehatan publik, memperkuat kapasitas industri domestik, serta menjaga ruang
kebijakan nasional. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Swiss
terus menyatakan penolakan terhadap perpanjangan moratoritum.

Dalam konteks tersebut, kami ingin menegaskan beberapa poin penting:

Pertama, Non-Violation Complaint (NVC) merupakan mekanisme yang secara inheren
problematis karena memungkinkan gugatan tanpa adanya pelanggaran eksplisit terhadap
kewajiban hukum TRIPS. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang
signifikan karena kebijakan domestik yang sah tetap dapat digugat hanya karena dianggap
mengurangi manfaat yang diharapkan oleh pihak lain sekaligus mengurangi ruang kebijakan
yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi kepentingan kesehatan publik mereka
seperti kebijakan lisensi wajib, kriteria patentabilitas, maupun kebijakan lainnya yang serupa.
Fleksibilitas dalam TRIPS seperti lisensi wajib, pengecualian paten, dan pembatasan hak cipta,
merupakan alat yang sah dan krusial untuk menjamin akses terhadap obat-obatan, pendidikan,
dan pengembangan industri. Tanpa moratorium permanen, fleksibilitas tersebut berisiko
menjadi rentan terhadap tantangan hukum oleh negara-negara maju.

Kedua, penting untuk dicatat bahwa bahkan dalam konteks Amerika Serikat sendiri, terdapat
kepentingan ekonomi yang signifikan dalam mempertahankan moratorium ini. Industri yang
bergantung pada pengecualian hak cipta (fair use) menyumbang sekitar 18% dari PDB
Amerika Serikat dan mempekerjakan satu dari tujuh pekerja di Amerika Serikat. Industri
tersebut hanya dapat berfungsi secara stabil dalam kondisi moratorium NVC. Hal ini
menunjukkan bahwa moratorium NVC tidak hanya relevan bagi negara berkembang, tetapi
juga merupakan kebutuhan sistemik bagi ekonomi global, termasuk sektor digital dan
teknologi. Informasi ini dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk turut
memperjuangkan moratorium NVC kepada negara-negara maju.

Ketiga, dinamika negosiasi menunjukkan bahwa moratorium ini tidak dapat terus dibiarkan
dalam status sementara. Perpanjangan berulang tanpa kepastian hanya menciptakan instabilitas
dalam sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, langkah yang paling rasional dan adil
adalah menjadikan moratorium ini bersifat permanen.

Keempat, dinamika terbaru proposal untuk moratorium sementara pengenaan bea masuk
terhadap transmisi elektronik dikabarkan akan diperpanjang selama lima tahun. Meskipun
tidak bersifat permanen, tetapi perpanjangan moratorium ini lebih lama dari yang pernah
disepakati pada KTM sebelumnya. Hal ini akan merugikan banyak negara berkembang
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termasuk Indonesia. Dalam kerangka yang sama kami menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat
diterima, apabila moratorium TRIPS NVC tidak dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang
sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta Pemerintah Indonesia agar:

1. Secara tegas mendukung perpanjangan moratorium TRIPS NVC dalam KTM WTO
ke-14 Yaounde, Kamerun;

2. Mendorong moratorium TRIPS NVC menjadi permanen;

3. Mendorong penguatan koordinasi dan konsolidasi negara-negara berkembang-kurang
berkembang lain untuk mempertahankan posisi kolektif dalam negosiasi;

Kami meyakini bahwa dukungan terhadap moratorium permanen TRIPS NVC merupakan
langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem perdagangan internasional tetap seimbang,
adil, dan tidak menghambat kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan publik terhadap
akses kesehatan.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Agung
Prakoso melalui alamat surel agung.prakoso@igj.or.id atau whatsapp +6285788730007. Atas
pertimbangan penting dari Bapak/Ibu dalam surat kami ini, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Yaounde-Cameroun, 29 Maret 2026

)

RaAhmat Maulana Sidik

ESirektur Eksekutif Indonesia for Global Justice
Delegasi Indonesia for Global Justice (IGJ)
untuk KTM WTO ke-14 Yaounde, Kamerun
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